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UAS EKONOMI PENDIDIKAN

Soal 1 Efisiensi Anggaran Pendidikan
1. Analisis penggunaan anggaran berdasarkan efisiensi internal dan eksternal pendidikan

Pada kasus Pemerintah Kabupaten A, alokasi anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD
menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki perhatian besar terhadap sektor pendidikan.
Namun, besarnya anggaran belum otomatis menunjukkan bahwa dana tersebut telah digunakan
secara efektif. Sebagian besar dana justru diarahkan untuk pembangunan gedung sekolah baru,
sedangkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan penyediaan media pembelajaran
digital masih belum mendapat perhatian yang memadai.

Jika dilihat dari konsep efisiensi internal pendidikan, penggunaan anggaran tersebut belum
berjalan optimal. Efisiensi internal berkaitan dengan kemampuan sistem pendidikan dalam
menggunakan sumber daya untuk memperbaiki proses dan hasil belajar. Pembangunan gedung
memang dapat meningkatkan daya tampung sekolah. Hal ini terbukti dari meningkatnya angka
partisipasi sekolah. Namun, peningkatan akses belum diikuti oleh peningkatan kualitas
pembelajaran. Siswa lebih banyak masuk sekolah, tetapi hasil belajar mereka tidak mengalami
perkembangan yang berarti.

Dari sisi efisiensi eksternal pendidikan, kebijakan tersebut juga belum memberikan hasil
maksimal. Efisiensi eksternal mengarah pada kemampuan pendidikan menghasilkan lulusan
yang mampu berkontribusi bagi masyarakat, dunia kerja, dan pembangunan ekonomi. Apabila
kualitas pembelajaran tidak meningkat, maka lulusan yang dihasilkan berpotensi memiliki
kemampuan yang rendah. Mereka mungkin memperoleh akses pendidikan, tetapi belum tentu
memiliki keterampilan, pengetahuan, dan daya saing yang dibutuhkan.

Dengan demikian, penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut lebih berhasil dalam
memperluas akses pendidikan, tetapi belum berhasil meningkatkan mutu pendidikan secara
menyeluruh. Anggaran pendidikan seharusnya tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga
memperkuat kualitas guru, kurikulum, teknologi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar.



2. Dampak terhadap kualitas sumber daya manusia

Kebijakan anggaran yang terlalu berfokus pada pembangunan fisik dapat berdampak pada
rendahnya kualitas sumber daya manusia. Gedung sekolah yang layak memang penting, tetapi
pendidikan yang bermutu tidak hanya bergantung pada bangunan. Kualitas guru, relevansi
kurikulum, ketersediaan media pembelajaran, dan metode mengajar memiliki peran yang
sangat besar dalam menentukan hasil belajar siswa.

Apabila pelatihan guru kurang diperhatikan, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran
akan sulit berkembang. Guru dapat mengalami keterbatasan dalam menggunakan teknologi,
menyusun pembelajaran kreatif, dan menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa. Jika
kurikulum tidak diperbarui, materi pembelajaran dapat tertinggal dari perkembangan zaman.
Keterbatasan media digital juga membuat siswa kurang terbiasa dengan teknologi yang saat ini
banyak digunakan dalam kehidupan sosial dan dunia kerja.

Dampak jangka panjangnya terlihat pada kualitas lulusan. Siswa mungkin mampu
menyelesaikan pendidikan formal, tetapi belum tentu memiliki kemampuan berpikir kritis,
literasi digital, kreativitas, komunikasi, dan kesiapan kerja. Kondisi ini dapat menghambat
pembangunan daerah karena sumber daya manusia yang dihasilkan belum cukup kuat untuk
menjawab kebutuhan ekonomi modern.

Rekomendasi kebijakan

Pemerintah Kabupaten A perlu menyusun kebijakan anggaran yang lebih seimbang. Anggaran
pendidikan tidak boleh hanya difokuskan pada pembangunan gedung. Pemerintah juga perlu
mengalokasikan dana untuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum, pengadaan media
pembelajaran digital, peningkatan laboratorium, dan penguatan sistem evaluasi pembelajaran.

Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemetaan kebutuhan sekolah. Sekolah yang masih
kekurangan ruang kelas dapat diprioritaskan untuk pembangunan fisik. Namun, sekolah yang
bangunannya sudah memadai perlu diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran. Dengan
cara ini, anggaran pendidikan dapat digunakan secara lebih tepat.

Kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang mampu meningkatkan akses sekaligus kualitas.
Pendidikan tidak cukup hanya membuat siswa hadir di sekolah. Pendidikan juga harus
memastikan bahwa siswa benar-benar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan karakter
yang dibutuhkan untuk masa depan.



Soal 2 Ketimpangan Akses Pendidikan
1. Bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut

Kasus tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan pendidikan antara sekolah di wilayah
perkotaan dan pedesaan. Sekolah di kota memiliki fasilitas yang lengkap, akses internet cepat,
laboratorium memadai, serta guru profesional. Sebaliknya, sekolah di desa menghadapi banyak
keterbatasan, seperti kekurangan guru, fasilitas belajar yang minim, dan akses teknologi yang
belum memadai.

Bentuk ketimpangan pertama adalah ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah
perkotaan memiliki fasilitas yang mendukung proses belajar, sedangkan sekolah pedesaan
belum memiliki fasilitas yang setara. Laboratorium, internet, perpustakaan, dan perangkat
pembelajaran yang baik dapat membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam. Jika
fasilitas tersebut tidak tersedia, proses belajar menjadi kurang maksimal.

Bentuk ketimpangan kedua adalah ketimpangan kualitas dan jumlah tenaga pendidik. Guru
profesional lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Sementara itu, sekolah pedesaan
sering mengalami kekurangan guru. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas
pembelajaran, karena guru merupakan unsur penting dalam membimbing siswa, menjelaskan
materi, dan membentuk kemampuan akademik.

Bentuk ketimpangan ketiga adalah ketimpangan akses teknologi. Siswa di kota lebih mudah
mengakses internet, sumber belajar digital, dan media pembelajaran online. Siswa di desa
mengalami keterbatasan jaringan, perangkat, dan bahan ajar digital. Akibatnya, siswa di desa
memiliki peluang belajar yang lebih sempit dibandingkan siswa di kota.

2. Dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan

Ketimpangan pendidikan dapat menimbulkan dampak ekonomi yang serius dalam jangka
panjang. Siswa yang memperoleh pendidikan dengan fasilitas terbatas berisiko memiliki hasil
belajar yang lebih rendah. Ketika mereka masuk ke dunia kerja, daya saing mereka juga dapat
lebih lemah dibandingkan lulusan dari sekolah yang lebih maju.

Ketimpangan ini dapat memperbesar kesenjangan pendapatan. Lulusan dari sekolah berkualitas
biasanya memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pendidikan tinggi dan mendapatkan
pekerjaan yang lebih baik. Sebaliknya, lulusan dari daerah yang fasilitas pendidikannya terbatas
lebih berisiko bekerja di sektor informal atau pekerjaan berupah rendah.

Dalam jangka panjang, ketimpangan pendidikan juga dapat mempertahankan kemiskinan
antargenerasi. Anak dari keluarga miskin yang tinggal di daerah tertinggal sulit memperoleh
pendidikan bermutu. Akibatnya, peluang mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga
menjadi lebih kecil. Hal ini membuat kesenjangan sosial dan ekonomi semakin sulit dikurangi.



Ketimpangan pendidikan juga merugikan pembangunan daerah. Daerah pedesaan akan sulit
berkembang jika kualitas sumber daya manusianya tidak meningkat. Tanpa tenaga kerja yang
terampil, produktif, dan mampu beradaptasi dengan teknologi, pertumbuhan ekonomi daerah
akan berjalan lambat.

Solusi kebijakan

Pemerintah perlu menjalankan kebijakan pemerataan pendidikan secara lebih serius. Langkah
pertama adalah memperbaiki fasilitas sekolah di wilayah pedesaan. Pemerintah dapat
menyediakan ruang kelas layak, laboratorium sederhana, perpustakaan, perangkat digital, dan
akses internet sekolah.

Langkah kedua adalah pemerataan guru berkualitas. Pemerintah dapat memberikan insentif
bagi guru profesional yang bersedia mengajar di daerah pedesaan. Selain itu, pelatihan guru
perlu dilakukan secara rutin agar kualitas pembelajaran tidak jauh tertinggal dari sekolah di
kota.

Langkah ketiga adalah penguatan teknologi pendidikan. Pemerintah dapat menyediakan
perangkat belajar bersama, jaringan internet sekolah, serta bahan ajar digital yang dapat
digunakan secara online maupun offline. Untuk daerah yang jaringan internetnya masih lemah,
bahan ajar cetak dan media pembelajaran sederhana tetap perlu disediakan.

Langkah keempat adalah bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu. Bantuan dapat berupa
beasiswa, subsidi transportasi, buku, seragam, dan perlengkapan sekolah. Kebijakan ini penting
agar siswa di daerah pedesaan tetap memiliki kesempatan belajar yang adil.

Soal 3 Pengangguran Terdidik
1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital

Teori human capital memandang pendidikan sebagai bentuk investasi untuk meningkatkan
kemampuan manusia. Melalui pendidikan, seseorang diharapkan memiliki pengetahuan,
keterampilan, produktivitas, dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Secara ideal, semakin tinggi
pendidikan seseorang, semakin besar pula peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang baik.

Namun, kasus Kota B menunjukkan bahwa peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi tidak
otomatis mengurangi pengangguran. Banyak lulusan masih menganggur atau bekerja tidak
sesuai bidang studinya. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam pembentukan human
capital. Pendidikan tinggi telah menghasilkan banyak lulusan, tetapi kompetensi lulusan belum
sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.



Penyebab utama pengangguran terdidik adalah ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan
kebutuhan industri. Dunia kerja membutuhkan lulusan yang tidak hanya memahami teori, tetapi
juga mampu menerapkan keterampilan praktis. Jika perguruan tinggi lebih banyak menekankan
pembelajaran teoritis tanpa pengalaman kerja yang cukup, lulusan akan kesulitan bersaing.

Faktor lain adalah kurikulum yang kurang responsif terhadap perubahan dunia industri.
Perkembangan teknologi membuat kebutuhan kerja berubah dengan cepat. Perusahaan
membutuhkan tenaga kerja yang menguasai keterampilan digital, komunikasi, pemecahan
masalah, kerja tim, dan kemampuan beradaptasi. Jika keterampilan tersebut tidak dilatih selama
kuliah, lulusan akan kurang siap memasuki dunia kerja.

Pengangguran terdidik juga dapat terjadi karena jumlah lulusan lebih besar daripada lapangan
kerja yang tersedia. Jika pertumbuhan perguruan tinggi dan jumlah lulusan tidak diikuti oleh
pertumbuhan kesempatan kerja, maka sebagian lulusan akan menganggur atau bekerja di luar
bidang keahliannya.

2. Hubungan antara pendidikan dan pasar kerja

Pendidikan dan pasar kerja memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pendidikan bertugas
menyiapkan sumber daya manusia agar memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
Pasar kerja kemudian menyerap lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.

Dalam kasus Kota B, hubungan antara pendidikan dan pasar kerja belum berjalan dengan baik.
Perguruan tinggi terus menghasilkan lulusan, tetapi dunia industri menilai kompetensi lulusan
belum sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menunjukkan adanya mismatch antara pendidikan dan
pasar kerja.

Mismatch tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk. Ada lulusan yang bidang keilmuannya
tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Ada juga lulusan yang memiliki ijazah, tetapi belum
memiliki keterampilan teknis, pengalaman kerja, kemampuan digital, atau sikap profesional
yang dibutuhkan. Kondisi ini membuat gelar pendidikan tidak selalu menjamin seseorang
langsung mendapatkan pekerjaan.

Rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan

Perguruan tinggi perlu memperkuat hubungan dengan dunia industri. Kerja sama dapat
dilakukan melalui penyusunan kurikulum bersama, program magang, kuliah praktisi, pelatihan
berbasis proyek, dan sertifikasi kompetensi. Dengan cara ini, mahasiswa dapat memahami
kebutuhan dunia kerja sebelum lulus.

Kurikulum juga harus diperbarui secara berkala. Perguruan tinggi perlu menyesuaikan materi
pembelajaran dengan perkembangan teknologi, kebutuhan industri, dan peluang kerja masa



depan. Pembelajaran tidak cukup hanya berisi teori. Mahasiswa perlu diberi ruang untuk
praktik, riset terapan, studi kasus, dan proyek nyata.

Mahasiswa juga perlu dibekali dengan hard skills dan soft skills. Hard skills berkaitan dengan
kemampuan teknis sesuai bidang studi, penguasaan teknologi, analisis data, bahasa asing, dan
keterampilan digital. Soft skills mencakup komunikasi, disiplin, kepemimpinan, kerja sama,
tanggung jawab, dan kemampuan menyelesaikan masalah.

Perguruan tinggi juga perlu memperkuat pusat karier. Pusat karier dapat membantu mahasiswa
memperoleh informasi lowongan kerja, pelatihan wawancara, penyusunan CV, konseling karier,
dan jaringan dengan perusahaan. Dengan strategi tersebut, lulusan akan lebih siap memasuki
dunia kerja dan memiliki peluang lebih besar untuk bekerja sesuai bidangnya

Soal 4 Kenaikan Biaya Pendidikan
1. Analisis berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat

Pendidikan dapat dilihat sebagai barang publik sekaligus barang privat. Sebagai barang publik,
pendidikan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Masyarakat yang terdidik cenderung
memiliki produktivitas lebih tinggi, kesadaran sosial lebih baik, tingkat kemiskinan lebih rendah,
dan partisipasi ekonomi yang lebih kuat. Manfaat pendidikan tidak hanya diterima oleh individu
yang belajar, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, dan negara.

Di sisi lain, pendidikan juga memiliki unsur barang privat. Individu yang menempuh pendidikan
tinggi memperoleh manfaat langsung, seperti peluang kerja yang lebih baik, pendapatan yang
lebih tinggi, dan kesempatan mobilitas sosial. Karena ada manfaat pribadi tersebut, lembaga
pendidikan, termasuk universitas swasta, dapat menarik biaya dari mahasiswa.

Dalam kasus universitas swasta yang menaikkan uang kuliah sebesar 25%, kebijakan tersebut
dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan fasilitas kampus dan layanan akademik.
Universitas membutuhkan dana untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, sarana kampus, dan
pelayanan mahasiswa. Namun, kenaikan biaya yang cukup besar dapat menimbulkan masalah
akses, terutama bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

Jika pendidikan hanya diperlakukan sebagai barang privat, maka akses pendidikan tinggi akan
sangat bergantung pada kemampuan membayar. Akibatnya, mahasiswa dari keluarga mampu
akan lebih mudah melanjutkan studi, sedangkan mahasiswa kurang mampu menghadapi
hambatan yang lebih besar. Padahal, pendidikan tinggi juga memiliki fungsi sosial yang penting
bagi pembangunan masyarakat.

2. Dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan



Kenaikan uang kuliah sebesar 25% dapat menambah beban ekonomi keluarga. Keluarga
berpenghasilan rendah akan lebih sulit memenubhi biaya kuliah, biaya buku, transportasi, tempat
tinggal, perangkat belajar, dan kebutuhan akademik lainnya. Jika beban tersebut terlalu berat,
mahasiswa dapat terpaksa bekerja sambil kuliah, mengambil cuti, menunda pembayaran, atau
bahkan berhenti kuliah.

Dampak sosialnya adalah meningkatnya ketimpangan akses pendidikan tinggi. Mahasiswa dari
keluarga mampu tetap memiliki peluang besar untuk melanjutkan pendidikan. Sebaliknya,
mahasiswa dari keluarga kurang mampu harus menghadapi risiko kehilangan kesempatan
belajar. Kondisi ini dapat memperlebar jarak sosial antara kelompok ekonomi atas dan bawah.

Dampak ekonominya juga cukup besar. Jika mahasiswa dari keluarga miskin tidak dapat
menyelesaikan pendidikan tinggi, peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik
akan menurun. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana mobilitas sosial justru dapat
berubah menjadi sumber ketimpangan baru. Keluarga miskin akan semakin sulit memperbaiki
kondisi ekonomi jika akses pendidikan tinggi semakin mahal.

3. Perlukah pemerintah melakukan intervensi?

Pemerintah perlu melakukan intervensi karena pendidikan memiliki manfaat publik yang besar.
Intervensi tidak berarti pemerintah harus menanggung seluruh biaya pendidikan di universitas

swasta. Pemerintah dapat hadir melalui regulasi, pengawasan, subsidi, dan bantuan pendidikan
agar kenaikan biaya tetap wajar dan tidak merugikan mahasiswa kurang mampu.

Salah satu bentuk intervensi adalah kewajiban transparansi biaya. Universitas perlu menjelaskan
alasan kenaikan uang kuliah, rincian penggunaan dana, dan bentuk peningkatan layanan yang
akan diberikan kepada mahasiswa. Transparansi penting agar mahasiswa dan orang tua
memahami apakah kenaikan biaya sebanding dengan manfaat yang diterima.

Pemerintah juga perlu menyediakan bantuan bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan
rendah. Bantuan tersebut dapat berupa beasiswa, subsidi uang kuliah, bantuan biaya hidup,
atau pinjaman pendidikan dengan bunga rendah. Kebijakan ini dapat membantu mahasiswa
kurang mampu tetap melanjutkan pendidikan.

Dengan demikian, intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara
kebutuhan universitas dalam meningkatkan mutu layanan dan hak masyarakat untuk
memperoleh akses pendidikan yang adil.



Soal 5 Digitalisasi Pembelajaran
1. Analisis menggunakan konsep biaya pendidikan dan opportunity cost

Digitalisasi pembelajaran membawa perubahan besar dalam kegiatan belajar mengajar. Sekolah
mulai memanfaatkan perangkat digital, internet, platform pembelajaran online, dan sumber
belajar elektronik. Namun, tidak semua siswa memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk
mengikuti perubahan tersebut. Siswa dari keluarga kurang mampu sering mengalami kesulitan
membeli perangkat dan kuota internet.

Masalah ini dapat dianalisis melalui konsep biaya pendidikan. Biaya pendidikan tidak hanya
mencakup uang sekolah. Biaya pendidikan juga meliputi biaya buku, perangkat belajar,
transportasi, kuota internet, listrik, dan kebutuhan pendukung lainnya. Dalam pembelajaran
digital, perangkat dan kuota internet menjadi kebutuhan penting. Bagi keluarga mampu, biaya
tersebut mungkin masih dapat ditanggung. Namun, bagi keluarga kurang mampu, biaya
tambahan ini dapat menjadi beban yang berat.

Masalah tersebut juga berkaitan dengan konsep opportunity cost. Opportunity cost adalah
biaya peluang yang muncul ketika seseorang harus memilih satu kebutuhan dan mengorbankan
kebutuhan lainnya. Keluarga kurang mampu mungkin harus memilih antara membeli kuota
internet untuk anak belajar atau memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Jika keluarga
memilih kebutuhan pokok, anak dapat kehilangan kesempatan mengikuti pembelajaran. Jika
keluarga membeli kuota, kebutuhan rumah tangga lain dapat terganggu.

Siswa juga menghadapi opportunity cost dalam bentuk kesempatan belajar yang hilang. Ketika
siswa tidak memiliki perangkat atau internet yang memadai, mereka tidak dapat mengikuti kelas
online, mengakses materi, mengerjakan tugas tepat waktu, dan berdiskusi dengan guru.
Akibatnya, partisipasi belajar menurun dan hasil belajar dapat ikut melemah.

2. Dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan

Kesenjangan digital dapat menurunkan kualitas pendidikan karena siswa tidak memiliki akses
belajar yang setara. Siswa yang memiliki perangkat memadai dan internet stabil dapat
mengikuti pembelajaran dengan lancar. Mereka dapat mengakses materi, video pembelajaran,
latihan soal, dan diskusi online. Sebaliknya, siswa yang tidak memiliki akses digital akan
tertinggal dalam proses pembelajaran.

Dampak kesenjangan digital terlihat dari menurunnya partisipasi belajar. Siswa dari keluarga
kurang mampu lebih berisiko tidak hadir dalam kelas online, terlambat mengumpulkan tugas,
atau tidak memahami materi karena akses terbatas. Jika masalah ini berlangsung lama, jarak
kemampuan antara siswa mampu dan kurang mampu akan semakin lebar.



Kesenjangan digital juga dapat memengaruhi motivasi belajar. Siswa yang sering mengalami
hambatan perangkat dan kuota dapat merasa tertinggal dari teman-temannya. Mereka dapat
menjadi kurang percaya diri, malu, dan kehilangan semangat belajar. Kondisi ini dapat
meningkatkan risiko rendahnya prestasi, bahkan putus sekolah.

Dalam jangka panjang, kesenjangan digital dapat memperkuat ketimpangan pendidikan. Siswa
dari keluarga mampu akan semakin terbiasa menggunakan teknologi, sedangkan siswa kurang
mampu tertinggal dalam literasi digital. Padahal, kekmampuan digital menjadi keterampilan
penting dalam pendidikan lanjutan dan dunia kerja.

Solusi kebijakan

Pemerintah dan sekolah perlu memberikan dukungan nyata kepada siswa dari keluarga kurang
mampu. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk subsidi kuota internet, peminjaman
perangkat belajar, penyediaan laboratorium komputer sekolah, serta akses internet gratis di
sekolah atau fasilitas umum.

Sekolah juga perlu menerapkan pembelajaran yang fleksibel. Bagi siswa yang memiliki
keterbatasan akses digital, guru dapat menyediakan bahan ajar cetak, tugas offline, atau
pembelajaran campuran. Dengan cara ini, siswa tetap dapat mengikuti proses belajar meskipun
tidak selalu memiliki akses internet.

Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperluas
jaringan di wilayah yang belum terjangkau. Infrastruktur digital harus diperkuat agar
pembelajaran berbasis teknologi tidak hanya dinikmati oleh siswa di perkotaan atau keluarga
mampu.

Guru juga perlu mendapatkan pelatihan agar mampu merancang pembelajaran digital yang
sederhana, hemat kuota, dan mudah diakses. Materi pembelajaran tidak harus selalu berupa
video panjang. Guru dapat menggunakan modul singkat, teks, audio, gambar, atau platform
ringan yang tidak membebani siswa.

Dengan kebijakan yang tepat, digitalisasi pembelajaran dapat menjadi sarana pemerataan
kualitas pendidikan. Teknologi seharusnya membantu siswa memperoleh akses belajar yang
lebih luas, bukan memperbesar jarak antara siswa mampu dan kurang mampu.



